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BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 101 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 51 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORCANISASL, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA DINAS KEPENDLUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan clektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Kependudukan
dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dengan
diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
3708 Tahun 2020 tanggal 5 Okiober 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodelikasi,
dan Nomenklatur FPerencanaan Pembangunan dan Keuangdn
Daerah, maka Peraturan Bupati Kendal Momor 31 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Rerja pada Dinas kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati kendal
Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas
kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten RKendal
dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang
schingga perlu diadakan perubahan;

b.babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupat
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal
Nomaor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsl, serta Tata Kerja pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
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Daerah Tingkat [I Batang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 2757);

. Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2011 ientang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebapaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3494,

 Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587] schagaimana beberapa kali
terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repubiil
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 657 3);

. Peraturan  Pemerintah  Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta;

., Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 1[I Sernarang

|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4079);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daersh [Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomaor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014
tentang  Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomaor 18

Tahun 2016 tentang Peranghkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Bepublik Indonesia Nomor 6402);
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Peraturan  Pemerintah 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 fentang
Administrasi Kependuduksn sebagaimana terakhir telsh
diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013
tentang Perubahan  atas Undang-undang Nomor 22 Tahun
2006 tentang Administrasi  HKependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturain
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
ientang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2030 sehagaimaria
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produle Hultum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020
tentang Pedoman Momenklatur Dinas Kependudukan rlan
Pencatatan Sipil Di Provinsi dan Kabupaten/Kota [Heriia
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomer 202}
Peraturan Daerah Rabupaten Kendal Nomoer 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor & Seri B No, 3,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 157
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentulan dan Susunan Perangkat Dacrah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kenidal
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Momor 159) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor
3 Tahun 2020 tentang Perubshan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor & Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
kendal Tahun 2020 [Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 200},

Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Kedudukan. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serts
Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kahupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan
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Pencatatan  Sipil  Kabupaten Kendal (DBerita Daerah
Kahupaten Kendal Tahun 2018 Nomor b3J;

MEMUTUSEAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPAT] KENDAL NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KENDAL.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomar
51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Ovganisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas
kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kenidal
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupatl kendal
Nomeor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraluran
Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudubkan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kena
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupater
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomaor
£:3) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 1 (satu)
angka valni angka 7a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimalksud dengan :

1. Dacrah adalah Kabupaten kendal.

2. Pemerintah Dgerah adalah Bupati sebagai  unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang meinpimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kendal.

4, Sekretaris  Daerah  adalah  Schretaris Daerah
Kabupaten Kendal.

5. Peraturan  Daerah aclalah Peraturan Dracrah
Kabupaten Kendal.

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang
selanjuinya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukean
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.

7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.

T Unit  Pelakseana Teknis Daerah  yang  selanjutnya
disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
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penunjang tertentu pada Dinas atan Badan Dacrah

% Jabatan Fungsional adalah  kedudukan  vang
menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan
organisasi yang dalam  pelaksanaan  lUgasnvE
dicasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan
untuk mencapai tujuan organisasi.

g, Kelompok Jabatan Fungsional adalah  kumpulan
jabatan fungsional yang terdiri dari scjumlah tenaga
ahli dalam jenjang jabatan fungsional vang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

2. Ketentuan huruf g ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga Pasal
5 berbunyi scbagai berikut

Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, vang membawahlan :
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
3. Subbagian Keuangan.
¢, Bidang Pelayvanan Pendaftaran Penduduk, yang
membawahloan @
1. Seksi Identitas Penduduk; dan
2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
d. Bidang Pelayanan  Peneatatan  Sipil,  yang
membawahkan
1. Seksi Kelahiran dan Kematian, dan
3 Selesi Perkawinan, Perceraian, dan Perubahan
Status Anak dan Kewarganegaraan.
e, Bidang  Pengelolaan  Informasi  Adnunistrasi
Kependudukan, yang membawahkan :

1 Seksi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan; dan

2 Scksi  Pengolahan dan Penyajian  Data
Kependudukan.

f. Bidang Pemanfaaran Data dan Inovasi Pelayvanan,
yang membawahkan

1 Seksi Kerjasama dan [novasi Pelayanan; dan
2 Seksi  Pemanfaatan Data dan  Dokumen
Kependudukan.

¢. Unit Pelaksana Teknis Daerah,
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas scbagaimana iercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tdak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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3. Ketentuan huruf f Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6
herbunyi sebagat herikut .

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Dinas
mempunyai rincian tigas |

a. merumuskan  dan  menetapkan réncana  dan
program kegiatan Dinas  berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan  hasil evaluasi kegiatan
tahun  sebelumnya  sebagai  pedoman  pelaksanaan
tugas;

b, membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
1ZAS;

c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horisontal guna
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas,

d. merumuskan kebijakan teknis wrusan pemerintahan
bidang administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil di Daerah sesual peraturan perundang-undangan
gebagai pedoman pelaksanaan tugas;

e. menelaah  dan  mengkaji | peraturan perundang-
nndangan di  bidang kependudukan dan pencatatan
gipil sebagai bahan perumusan  kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas,

f. menvelenggarakan pembinaan, pembimbingan,
supervisi, pengawasan dan pengendalian kegiatan di
bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil sesual  peraturan  perundang-undangan  agar
kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;

g, menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan
inovasi di bidang kependudulan dan pencatatan sipil
scsual dengan ketentuan pératuran  peorundang-
undangan guna peningkatan kualitas kerja;

h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
dalam penyelengegaraan kegiatan  di bidang
kependudukan  dan pencatatan sipil agar diperoleh
hasil kerja yang optimal;

i, menyelenggarakan kegiatan i bidang kependudukan
dan pencatatan sipil sesual program dan kebijakan
vang telah ditetapkan;

j. mengoondinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan
sistem  pertukaran informasi dengan instans
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota yang menangani bidang
kependudukan dan pencatatan sipil sesual peraturan
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perundang-undangan;

k. menerbitkan dan menandatangani surat-surat terkait
kependudukan dan pencatatan sipil SESILEL
peraturan perundang-undangan;

. memfasilitasi  pelayanan  pengaduan  di  hidang
kependudukan dan pencatatan sipil dan merumuskan
upava pemecahan masalah terhadap pengaduan yang
dinjukan permnohon;

m.mengelola dan  mengembangkan sistem  informasi
admmistrasi lkependudukan;

n. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang Telah
disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan
kebijakan tindak lanjut;

0. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupan baik
lisan maupun tertulis sehagai wujud akuntabilitas dan
transparansi;

p. mengevaluasi dan menilai  prestasit kerja  bawahan
herdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesuaiketentuan dalam rangka peningkatan  karir,
nemberian penghargaan dan sanksi;

q. menyampaikan saran  dan  pertimbangan  kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian apar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

r, melaksanakan ugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

, Ketentuan huruf k ayat (3) Pasal 8 dihapus sehingga Pasal
8 berbunyi sebagai berilout

Pasal 8

(1) Subbagian Perencanaan dipimpin aleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di  bawah dan
bertanggung jawab kepada Sckretaris.

(2) Kepala  Subbagian  Perencanaan  sehagaimana
dimaksud pada avat (1), mempunyal {ugas
melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam
penyiapan bgahan perumusan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinasan, pengawasan,
pengendalinn, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di
bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan,
dan sistem informasi Dinas.

(3] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimalesucd
pada ayat {1), Kepala  Subbagian Perencanaan
mempunyai rincian tugas :

a. menyusun rencana dan program  kegiatan
Subbagian Perencanaan  berdasarkan  peraturan
perundang- undangan dan hasil evaluasi kegiatan
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tanun scbelumnya schagai pedomsan pelaksanaan
[Ugas;

. menjabarkan perintah pimpinan melalui penghkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektil dan elisien;
. membagi tugas bawahan scsuai dengan jabatan
dan kompetensinya serta memberikan arahan baik
secara lisan maupun terfulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horisontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, seria
dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas,

. menelaah dan mengkaji  peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan
atan pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

. menyiapkan  bahan penyusunan  petunjuk
teknis, petunjulk pelaksanaan, dan naskah
dinas sesuai lingkup tugasnya guna  mendukung
kelancaran pelaksanaan kegiatan;

. menghimpun dan meneliti bahan perencansan
dan usulan program kegialan dari masing-masing
seksi, subbagian dan UPTD  sesual  dengan
ketentuan vang  berlaku  guna  menghindar
kesalahan,

. menyiapkan bahan dan menyusun kensep Rencana
Keglatan  dan ANgEararn (REA), Daloumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta  perubahan
anggaran  sesuai ketentuan dan plafon anggararn
yang ditetapkan;

i, menyiapkan bahan dan menyusun Koensep Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
Rencana Strategis (Renstra), Rencana kera (Renja),
Indikator Kinerja Utama (IKU|, Perjanjian Kinerja
(PK} dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesual
dengan ketentuan yang berlalku;

. menyiapkan bahan dan menyusun Konsep
Standar Operasional Prosedur (SOF] kegialan
Subbagian Perencanaan serta menghimpun dan
mendokumentasi  Standar Operasional  Prosedur
(S0P yang disusun oleh masing-masing subbagian,
seksi, dan UPTD;

. dihapus.

. menghimpun dan meneliti laporan
perkembangan  tingkat  realisasi  pelaksanaan
kemiatan dari masing- masing subbagian, seksl, dan
UPTD sebagai bahan penyusunan  [aporan
Pengendalian  Operasional Kegiatan [POK);

8



LY

i11. menyiapkan bahan dan menyusun  konsep
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupat
(LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LRjIF],
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPDY,
Sistem Pengendalian Internal  Pemerintah  [SPIP)
dan jenis pelaporan lainnya sesual  dengan
ketentuan  yang berlaku;

n. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian
dan pcmberian  bimbingan di  bidang  sistem
miormasi dinas;

0. melaksanakan pemantatan dan evalirasi
kegiatan Subbagian Perencanaan dengan cara
mengukur pencapaian program kerja vang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut;

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

(. TEeEnyusun laporan pelaksanaan kegiatan
kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penvimpangan; dan

5. melaksanakan  tugas  kedinasan  lain dan
pimpinan sesual dengan tugas dan lungsi unil
kerjanya.

5. Diantara huruf m dan huruf n ayat (3) Pasal 10 disisipkan
| {satu] harufl yakni huruf ma schingga Pasal 10 berbunyi
sehagai berikut ¢

Pasal 10

[1} Subbagian Keuangan dipimpin  oleh  seorang
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sckretaris.

(2] Kepala Suhbagian Keuangan sebagaimana dimalksuad
pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan
secbagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan
perumusan  kebijakan  teknis,  pengoordinasin,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan,
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di
hidang administrasi keuangan.

(3] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada avat (1}, Kepala Subbagian Keuangan
mempunyai rincian fugas @
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Subbagian Keuangan berdasarkan  peraturan
perundang- undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

_menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang undangan

agar pelaksanaan tugas berjalan efektil dan elisien;

. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan
dan kompetensinya serta memberikan arahan baik
gecara  lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horisontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

.menelagh dan mengkaji peraturan perundang.

undangan sesuai lingkup tugasnya scbagai bahan

atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan,

. menyiapkan bahan penyusunan perunjuk
teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas

sesual lingloup tugasnya guna mendukung

kelancaran pelaksanaan kegiatan;

.menyiapkan bahan dan sarana administrasi
keuangan dalam rangka pencairan anggaran,
pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan
pertanggungjawaban keuangar;

.menghimpun dan memproses usulan  pencairan
anggaran baik di lingkungan Sckretariat, Bidang,
dan UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku;

1. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan

proses adminisirasi kenangan melalui aplikasi

sistem  informasi untuk pengelolaan keuangan
dacrah sesuni dengan  peraturan  perundang-
undangan;

. menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan
bimbingan di bidang keuangan kepada pejabat
pengelola keuangan dan  bendahara di lingkungan
Dinas;

. melaksanakan pengendalian dan evaluasi
penyerapan anggaran dengan cara membandinglkan
laporan perkembangan realisasi belanja dengan
rencana pembiavaan yang ditetapkan sehelumnysa;

. melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen
pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan

kegiatan #una menghindari kesalahan serta

memberikan korelsi penyempurnaan;

. menyiapkan bahan dan menyusun  laporan
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pertanggungjawaban keuangan Dinas serta jenis
pelaporan keuangan lainnya;

ma menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak

lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur [SOF) kegiatan Subbagian
Keuangan,

0. melaksanakan pemantauan dan evaluast kegiatan
Subbagian Keuangan dengan cara  mengulur
pencapaian program kerja vang telah disusun
untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

p. mengevaluasi dan menilai prestasi Kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilalu
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
mimpinan  sebagai  wujud  akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

r. menvampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan  berjalan  lancar  serta
untuk menghindari penyimpangan; dan

5. melaksanalean  tugas Kedinasan  lain dan
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit
kerjanya.

6. Ketentuan ayat (3} dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga
Pasal 11 berbunyi schagai berikut :

(1

(<]

1

Pasgal 11
Bidang Pelayvanan Pendaftaran Penduduk dipimpin
oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
sehagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas
dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan,
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
pelayvanan pendaftaran penduduk,
Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimalksud
pada ayvat (2), Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis  pelayanan
pendaftaran penduduk;
b, penvusunan perencanaan pelayanan pendaftaran
pendudul;
c. pengoordinasian, pembinaan dan  pelaksanaan
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kegiatan pelayanan pendaftaran pendudulk;

d. pembinaan, pengawasan, dan  pengendalian
kegiatan pelavanan pendaftaran penduduk;

e. pengelolaan  dan  fasilitasi  kegiatan  pelayanan
pendaftaran penduduk;

f. pelaksanaan pelayanan, penerbitan dan
pendokumentasian  hasil pelayanan pendaftaran
pendudulk;

g. pelakeanaan  evaluasi dan  pelaporan  kegiaian
pelavanan pendaltaran penduduk; dan

h. pelaksanaan  fungsi lain yvang  diberikan  oleh
Kepala Dinas di bidang pelayanan pendaftaran
pendudulk,

Untuk melaksanakan tugas dan flungsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dan ayat (3],

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

mempunyai rincian tugas :

a. mcnyusun réncana dan  program  kegiatan
Bidang Pelayanan Pendaltaran Penduduk
herdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tabun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b, menjabarkan perintab pimpinan melalui pengkajan
permasalahan dan peraturan perundang-
undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efeknf
dan efisien;

¢, membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan
dan kompectensinya serta memberikan arahan baik
secara  lisan maupun  tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instans: terkait balk wvertikal maupun horisontal
untulk mendapatkan informasi, masukan, seria
dalam rmangka sinkronisasi  dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas;

e. meneclaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesum lingkup tugasnya sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

f. menviapkan konsep kebijakan Kepala  Dinas
dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan
di idang identitas penduduk dan pindah
datang penduduk;

g melaksanakan pembinaan umum dan teknis di
bidang pelayanan pendaftaran penduduk;

h. menyelenggarakan pelayanan Pendaftaran
Penduduk, penerbitan dokumen pendaftaran
penduduk dan pendokumentasian hasil pelavanan
pendaftaraan penduduk vang meliputi perelcaman
pendudulk, biodata pendudul;y, Nomor Induk
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Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (Kkj, Rariu
Tanda Penduduk elektronik (KTP-el], kartu
Identitas Anak [KIA), serta surat kelerangan
kependudukan lainnya;

i. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional  Prosedur  (SOP)  kegiatan  Bidang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

j. melaksanakan pemantatian dan evaluas
pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk dengan cara menguku
pencapaian program kerja yang telah disusun
untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

k. mengevaluasi  dan  menilai  prestasi  kerja
bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan
perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka
peningkatan karir, pemberian penghargaan dan
sanksi;

l. menyusun laporan pelaksanaan keglatan kepada
pimpinan  sebagai  wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

m., menvampaikan saran dan pertimbangan  kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta  untulk
menghindari penyimpangan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain dan pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

7. Ketentuan avat {2) ayvat [3) Pasal 12 diubah sehingga Pasal
1 2 berbunyi sebagal berikut :

Pasal 12

(1) Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Hepala Bidang Pelayanan  Pendaftaran
Penduduk.

(2) Kepala Seksi Identitas Penduduk sebagaimana
dimaksud pada avat (1), mempunvai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam penviapan
bahan perumusan kebijakan teknis, perencanan,
pelaksanaan, pengoordinasian, pembinasn,
pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi,
evaluasi, dan peclaporan kegiatan pelayanan serta
penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.

(3] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Seksi Identitas Pendudux
mempunyai rincian tugas :

A, Menyusun rencana  dan PrOgTaL keglatan
Seksi Identitas Penduduk berdasarkan peraturan
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perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman  pelalsanaan
tugas,

. menjabarkan perintah pimpinan mclalui

pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efektif dan efisien;

. membagi tugas bawshan sesuai dengan jabatan

dan kompetensinya serta memberikan arahan bak
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instans! terkait baik vertilkal maupun horisontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas;

.menclaah dan mengkaji peraturan  perundang-

undangan sesual lingkup tugasnya sebagal bahan
atau pedsman untuk melaksanakan kegiatan;
menylapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesual
lingkup tugasnya guna mendulkung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

. menyelenggarakan pelayanan Pendaltaran

Peniducduk, penerbitan  dokumen  pendaftaran
penduduk dan pendokumentasian hasil pelayanan
pendaftaran penduduk yang meliputi perekaman
penduduk, Biedama penduduk, Nomor Induk
Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk elektronik, Kartu ldentitas Anak dan
surat keterangan kependudukan lainnya;

.melaksanakan perhitungan perkiraan  proveksi

kependudukan terhadap permintaan  pelayanan
dan penerbitan dokumen Pendaftaran Pendudul,
perekaman penduduk, Biedata penduduk, Nomor
Induk Kependudukan, penerbitan Kartu Keluarga,
Kartu Tanda Penduduk clektronik, Kartu ldentitas
Anak dan surat keterangan kependudukan lainnya;

. melaksanakan pemhbinaan dan keordinasi, serta

melakukan identifikkasi, analisis dan
penvelesaian masalahan vang berkaitan dengan
pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen
pendaftaran penduduk;

mengembangkan metode-metode, prosedur Kerja
dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang
migas vang menjadi tanggung jawabnys;

. melaksanakan pelayanan jemput bela terhadap

dolcumen kependudukan dan pencatatan sipil ;
menyiapkan bahan dan menyusun konscp Standar
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Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Selsi ldentitas
Penduduk untuk peningkatan kualitas pelavanan
publik;

m. melaksanakan pengendalian, pemantausn  dan

evaluasi pelayanan dan penerbitan  dokumen
pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk,
Nomor [nduk Kependudukan, Karty Tanda
Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak dan
surat keterangan kependudukan lainnya;

n. mengevaluasi dan menilal prestasi Kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku
kerja sesual ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi,

o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan secbagai wujud akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan,

p. menyampailan saran dan pertimbangan  kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

(. melaksanakan tugas Kedinasan lain darn pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

B, Ketentuan ayat (2] dan ayat (3} Pasal 13 diubah sehingga
Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

(1}

i3]

Pasal 13

Seksi Pindah Datang dan  Pendataan Penduduk
dipimpin oleh Kepala Seksi yvang berkedudubkan i
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
Kepala Schksi Pindah Datang  dan Pendataan
Penduduk sebagaimana dimaksud pada aval (1),
mempunyai tugas melaksanakan sebagian  tugas
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
dalam penyiapan bahan perumusan kehijakan teknis,
peréncanaan, pelaksanaan, pengoordinagsan,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan,
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
pelayvanan pindah datang dan pendataan pendudule.

Untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud

pada avat (2], Kepala Seksi Pindah Datang dan

Pendataan Penduduk mempunyal rincian tugas .

4. menyusun rencana dan program kKeglatan Seksi
Pindah [atang dan Pendataan Penduduk
herdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sehelumnya sehagai
pedoman  pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
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permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efelitif dan efisien;
. membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan
dan kompetensinya serta memberikan arahan baik
secard lisan maupun tertulis guna Kelancaran
pelaksanaan tugas;

~melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horisontal
untuk mendapatkan  informasi, masukan, serta
dalam rangha sinkronisasi dan  harmonesasi
pelaksanaan tugas;

.menelanh dan mengkaji peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup mgasnyva sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

. menyiaplkan bahan PEOYLUSUNEA petunjuk
teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah
dinas sesual lingkup tugasnya guna mendukung
kelancaran pelaksanaan kegiatan;

. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelavanan
pindah datang dan pendataan penduduk serta
pencrbitan  surat  keterangan pindah datang
penduduk dan sural keterangan kependudukan
lainnya;

.melaksanakan  perhitungan perkiraan  proyeksi
kependudukan terhadap permintaan pelaksanaan
pelayanan  pindah datang dan  pendataan
pendudulk;

. menyiapkan konsep surat keterangan pindah
datang penduduk;

i. melaksanakan pembinaan dan koordinasi

pelaksanaan  pelayanan  pindah  dating  dan
pendataan kependudukan;

. melaksanankan pendokumentasian hasil pelayanan
penerbitan surat keterangan pindah datang dan
hastl pendataan pendudule serta surat keterangan
kependudukan lainnya;

. menyiapkan bahan dan menyusun konsep

Standar Operasional Prosedur (S0OP) kegiatan pada

Seksi Pindah Datang dan Pendataan  Penduduk

untuk peningkatan kualitas pelavanan puhlik;

. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Seksi Seksi Pindah Datang

dan Pendataan Penduduk dengan cara mengukur
pencapaian program kerja yang  telah  disusun
untuk bahan laporan dan kebjjakan tindak
lanjut;

.mengevaluasi dan  menilai prestasi kerja

bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan

perilaku  kerja sesuai ketentuan dalam rangla

9, \
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peningkatan  karir, pemberian penghargaan dan
sanksi;

o, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegistan,

p. menvampaikan saran dan pertimbangan  kcpada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian ppar kegiaton  berjalan  lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

9, Ketentuan ayat (3) dan ayat {4} Pasal 14 diubah schingga
Pasal 14 berbunyl sehagai berikut :

Pasal 14
(1} Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh
Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
hertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Kepala  Bidang  Pelayanan  Pencatatan  Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempuny:i
tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas
dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan,
asilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di
bidang pelayanan pencatatan sipil,
(3} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
mempunyai fungsi
a. perumusan  kebijakan  teknis di bidang
pelayanan pencatatan sipil;

b. pengoordinasian  dan  pelaksanaan kegiaan  di
bidang pelavanan pencatatan sipil;

c. pembinaan, pengawasan, dan  pengendalian
kegiatan di bidang pelavanan pencatatan sipil;

d. pengelolaan  dan  fasilitasi  kegiatan pelayanan
pencatatan sipil;

. pelaksanaan pelayanan, penerbitan dan
pendokumentasian dokumen pencatatan sipil;

[. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang pelavanan pencatatan sipil; dan

g. pelaksanaan fungsi lain  yang diberikan oleh
Kepala Dinas di bidang pelayanan pencatatan sipil.

[4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} dan ayat (3), Kepala Bidang
Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai rincian tugas
a. menyusun rencana dan  program  kegiatan

bidang Pelayanan  Pencatatan Sipil berdasarlan
peraturan perundang-undangan dan hasil
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evaluasi  kegiatan tahun  sebelumnya  sebagai
pedoman  pelaksanaan tugas,

. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian

permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektil dan efisien;

. membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan

dan kompetensinya serta memberikan arahan baik

secara lisan maupun tertulis guna Kkelancaran
pelaksanaan tugas;

. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan

instansi terkait baik vertikal maupun horisontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, scria
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

. menelaah dan mengkaji peraturan  peorundang-

undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
menyiapkan konscp kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan i
hidang kelahiran, perubahan status anak, dan
kematian dan perkawinan, perceraian, dan
perubahan status kewatganegaraarn,

. melaksanakan pembinaan umum dan teknis di

hidang Pelavanan Pencatatan Sipil;

Cmenvelenggarakan pelayanan, penerbilan dan

pendokumentasian  hasil pelayanan  pencatatan
sipil, dan surat-surat Keterangan catatan sipil
lainnva sesuail ketentuan yvang berlalku;

. melaksanakan penyuluhan terhadap pelaksanasn

kegiatan pencatatan dan  penerbitan  Akta-Alkta
Catatan Sipil;

. memberikan pelayanan kepada masyvarakat/ pithak

lain mengenal inlormasi arsip/register pencatatan
sipil;

. melaksanakan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan Bidang Pelavanan Pencatatan
Sipil dengan cara mengukur pencapaian program
kerja vang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindak lanjut;

. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan

berdasarkan sasaran kega pegawal dan perlaleu
kerja sesual ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai  wujud  akuntabililas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada

pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan  berjalan  lancar serta untuk



menghindari penyimpangan; dan
0. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanva.

10, Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15
berbunyi sebagai berikut !

Pasal 15

(1) Seksi Kelahiran dan Kematian dipimpin oleh kepals
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan
Sipil.

(2] Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian sebaganmarid
dimaksud pada avat (1), mempunyai  lugas
melaksanakan scbhagian tugas Kepala Bidang
Pelayanan Pencatatan Sipil dalam penyiapan bahan
perumusan  kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan,
fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
kelahiran, perubahan status anak, dan kematian.

(3] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuad
pada ayat (2), Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian
mempunyai rincian tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Scksi
Kelahiran dan Kematian berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sehagai pedoman  pelaksanaan
rugas,

b, menjaharkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

c. membagi tugas bawahan secsuai dengan jabalan
dan kompetensinya serta memberikan aranan baik
secara lisan maupun  tertuhis guna  kelancaran
pelaksanaan Lugas,

d. melaksanakan koordinasi dan konsultas: denpgan
instansi terkait baik wvertikal maupun horisontal
untuk mendapatkan Informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

e. menelaah dan mengkaji peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya scbagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas
sesual lingkup tugasnya guna mendukung
kelancaran pelaksanaan kegiatan;

g. melaksanakan pelayanan pencatatan, penerbitan
kutipan Akta Kelahiran, Akta Kematian dan

Sy
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pendokumentasiannya sesuai dengan ketentuan
vang herlaku,

h. merumuskan persyaratan untuk memperoleh akia
kelahiran dan Akta Kematian;

i, memverifikasi persyaratan permohonan penerbitan
akta kelahiran dan Akta Kematian,

j. memberikan pelayanan kepada masyarakat/pihak
lain mengenai informasi arsip/register akta
kelahiran dan akta kematian,

k. menyiapkan hahan dan melaksanakan
penvuluban  terhadap  pelaksanaan  keglatan
pencatatan dan penerbitan kutipan Akta kelahiran
dan Akta kematian,

I. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pada Seksl
Kelahiran dan Kematian untuk peningkatan
kualitas pelayanan publik;

m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksannan  kegiatan  Seksi Kelahiran  dan
Kematian dengan cara mengukur pencapaian
program kerja wang telah disusun untuk bahan
laporan dan kebijaken tindak lanjut;

n.mengevaluasi dan  menilai  prestasi | kerja
hawahan berdasarkan sasaran kerja pegawal dan
perilaku  kerja sesuai ketentuan dalam rangka
peningkatan karir, pemberian penghargaan dan
sanlksi;

0. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai wujud akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan bailk lisan maupun tertulis berdasarkarn
kajian apar kegiatan  berjalan  lancar  serta
untuk menghindari penvimpangan; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain dart pimpinan
gesuai dengan tupas dan fungsi unit kerjanya.

11. Ketentuan ayat (3} Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Seksi Perkawinan, Perceraian, dan Perubahan status
Anak dan Kewarganegaraan dipimpin oleh Kepala
Seksi vang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan
Sipil.

(2) Kepala  Seksi  Perkawinan, Perceraian, dan
Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1], mempunyal

G
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tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang
Pelayvanan Pencatatan Sipil dalam penyiapan  balian
perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan, péngawasan, pengendalian, pengelolaan,
fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan i bidang
perkawinan, perceraian, dan perubahan stats
kewarganegaraan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudd

pada ayat (2], Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian,

dan Perubahan Stams Anak dan Pewarganegaraan
mempunyal rincian tugas ;@

a, menyusun rencana dan program kegiatan Scksi
Perkawinan, Perceraian, dan Perubahan Status
Anak dan Kewarganegaraan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi Kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksansan
tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efekuf dan efisien;

¢. membagl tugas bawahan sesual dengan jabatan
dan kompetensinya serta memberikan arahan baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas,

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horisontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas,

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang.
undangan sesuai lingkup tfugasnya sehagal hahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

[. menviapkan bahan penyusunan petunjuk
teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah
dinas sesuai lingkup tugasnya guna  mendulkung
kelancaran pelaksanaan kegiatan;

g. melaksanakan pelayanan pencatatan, penerhitan
kutipan Akta Perkawinan, Akta Perubahan Stawus
Anak, pencatatan  gant/ peralihan  nama,
pembatalan perkawinan dan pendokumentasiannyas
sesuai dengan ketentuan yvang berlaku;

h, merumuskan persyaratan untuk memperoleh alkta
perkawinan, perceraian, dan Perubahan Status
Anak dan Status Pewarganegaraarn;

i, memverifikasi persyaratan permohonan penerbitan
akta perkawinan, perceraian, dan Perubahan
Status Anak dan Status Pewarganegaraan,

j. melaksanakan pelayvanan pencatatan  dan

penerbitan kutipan Akta Perceraian sesual dengan

C
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ketentuan vang berlaku;

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat / pihak
lain mengenai  informasi  arsip/register  akla
perkawinan, perceraian, dan Perubahan Status
Anak dan Status Pewarganegaraan,

|. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyulubhan
terhadap pelaksanaan kegiatan  pencataian  dan
penerbitan  kutipan  Akta Perkawinan, Akla
Perceratan  dan  Perubahan Status  Anak  dan
Status Pewargancgaraan,

m. melaksanakan penyimpanan dan  pemeliharaan
dokumen terhadap register Akta-akta Perkawinan,
Pembatalan Perkawinan, Perceraian dan Perubahan
Status Anak dan Status Pewarganegaraan;

n.menyiapkan bahan dan menyusun  kKonsep
Standar Operasional Prosedur (S0P kegiatan Seksi
Perkawinan, Percermian, dan Perubahan Status
Anzk dan Pewargancgaraan untuk peningkatan
leualitas pelayanan publils;

o. melaksanakan pomantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Seksi Perkawinan,
Perceraian, dan  Perubahan Status Anak dan
Pewarganegaraan  dengan CAra mengukur
pencapaian program kerja yang telah  disusun
untuk bahan laporan dan kebijakan  tindak
lanjut;

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja sesual ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

q menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai wujud akuniabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan,

r. menvampaikan saran dan pertimbangan kepada

pitnpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan

kajian agar kegiatan berialan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

. melaksanakan tugas Kedinasan lain dari pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya

W

12, Ketentuan huruf d ayat {3) Pasal 17 diubah sehingga Pasal

17 berbunyi sehagai berikut :

Pasal 17
(1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang yang
herkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.
{2) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
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Kependudukan sebagaimana dimaksud pads aval
(1), mempunyai tugas  melaksanakan sebagian
tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan
teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan, [Esilitasi, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan informasi
administrasi kependudukan,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuad

pada ayat (2], Bidang Pengelolaan Informaasi

Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

d. PeTLITIUSAT lebijakan teknis di bidang
pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

b, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan
pengelolaan informasi administrasi kependudukan:

. pembinaan,  peéngawasan, dan pengendalian
kegiatan  pengelolaan  mformast  admimsiras
kependudukan;

d. pengelolaan dan  [asilitasi  kegiatan  pengelofaan
informasi  adminisirasi  kependudukan  vang
meliputi sistem informasi adminisirasi
kependudukan, pengolahan dan penyajian data
kependudukan serta tata kelola dan sumberdava
manusia telcnologi informasi dan komunikasi;

e. pelaksanasn  evaluasi dan  pelaporan  kegiatan
pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
dan

[. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Kepala
Dinas di bidang pengelolaan informasi administras
kependudulkan,

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2] dan avat (3], kepala Bidang

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudulkan

mempunyai rincian ragas ;

a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang
Pengelolaan Informasi Adminisiras) kependudukan
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnyva sebagai
pedoman pelalksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajan
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

¢. membag: tugas bawahan sesuar dengan jabatan
tdan kompetensinya serta memberikan arahan haik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas,

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horisontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi

]
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pelaksanaan tugas;

e. menelaah dan mengkaji peraturan  perundang-
undangan sesual lingkup tugasnya sehapgai hahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

[. menyiapkan konscp kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan di
bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi
Kependudulkan dan Peruhahan [lata
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

g. melaksanakan pembinaan  dan lkoordinasi
pelaksanaan pengelolaan yang meliputi  system
informasi administrasi kependudukan, pengolahan
dan penyajian data kependudukan tata kelola
sumber daya manusia, teknoelogi informasi dan
komunikasi;

h. melaksanakan pengelolaan informasi
kependudukan yang meliputi system informasi
administrast  kependudukan, pengolahan dan
penvajian data kependudukan, tata kelola sumber
daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi;

i, melaksanakan pemantanan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi
Adminisirasi  Kependudukan  dengan Cara
menpukur pencapaian program kerja vang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut;

i. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja
bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawal dan
perilaku kerja sesual ketentuan dalam  rangka
peningkatan  karir, pemberian penghargaan dan
sanksi;

k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai  wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

1. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik  lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain dan pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

13, Ketentuan ayat (3) Pasal 18 diubah schingga Pasal 18
berbunyi scbagai berikut .

Pasal 18
(1) Scksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,
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Kepala Seksi  Sistem  Informasi  Administrasi
Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1,
mempunyvai tugas melaksanakan sebagan  tugas
Kepala Bidang Pengelolaan Informast Administras!
Kependudukan dalam penyiapan bahan perumusanl
kebijakan  teknis, pengoordinasian, pembinaan,
pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi,
evaluasi, dan pelaporan |kegiatan di bidang
pengelolaan system informasi administrasi
kependudukan,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2}, Kepala Seksi Sisiem Inlormasi

Administrasi  Kependudukan mempunyai rincian

tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi
Sistern  Informasi  Administrasi  Kependudukan
herdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas,

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajinn
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas herjalan efektif dan efisien;

¢. membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan
dan kompetensinya serta memberikan arahan Dtk
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik wvertikal maspun horisontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam ranpgka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas,

¢. menelaah dan mengkaji peraturan perundang:
undangan sesual lingkup tugasnyva scbagai bahan
atau pedoman uniuk melaksanakan kegiatan;

f. menyiapkan bahan penyusunan peiunjuk
teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas
sesuai lingkup tugasnya guna mendukung
kelancaran pelaksanaan kegiatan;

g. melaksanakan pembinaan dan koordinasi
pelaksanaan pengelolaan sisten informasi
administrast kependudukan, tata kelola teknologi
informasi dan komunikasi serta sumberdava
manusia teknologi informasi dan komunikasi;

h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep
Standar Operasional Prosedur (SOP]  kegiatan
Selsi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

i. melaksanalkan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Seksi  Sistem  Informasi

O
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Administrasi Kependudukan dengan =11
mengukur pencapaian program kerja yang telab
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan
tindak lanjut;

i. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerjn sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai  wujud akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

|, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan betjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

m. melaksanakan  tugas kedinasan  lain  dari
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit
kerjanya.

14, Diantara huruf k dan huruf 1 ayat (3) Pasal 19 disisipkan |
(saru] huruf yakni huruf k.a sehingga Pasal 19 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 19

(1] Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bideng
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

(2) Kepala Seksi Pengolahan dan  Penyajian  Data
Kependudukan sebagaimana  dimaksud pada ayat
(1), mempunvai tugas melaksanakan sebagian tugas
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan  teknis, pengoordinasian, pembinaan,
pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi,
evaluasi, dan pelaporan kegiatan  di bidang
Pengolahan dan Penvajian Data Kependudukan.

(3] Untuk melaksanakan tugas scbagammana dimaksud
pada ayat (2], Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian
Data Kependudukan mempunyai rincian LUgas .

A, menyusun rencana dan program kegiatan Scksi
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi keglatan tahun sebelumnya sebagal
pedoman pelaksanaan fugas,

h. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkaiian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

c. membagl tugas bawahan sesual dengan jabatan
dan kompelensinya serta memberikan arahan baik

X
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gsecara  lsan maupun tertulis guna  kelancaran
pelaksanaan tugas;

. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik wvertikal maupun horisontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas,

. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnyva sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

. menyiapkan hahan penyusunan petunjul
teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas

sesuai ingkup tugasnya  gunsa mendukung
kelancaran pelaksanaan kegiatan;
. melaksanakan pengumpulan, pengolahan,

pemutakhiran data, penataan tertib administrasi
kependudukan dan  pelaporan  di bidang
perkembangan penduduk dan pencatatan sipil,
melaksanakan pencatatan  tertib | administrasi
melalui penpumpulan, pengolahan, evaluasi dan
pemutakhiran data perkembangan penduduk dan
pencatatan sipil;

1. melaksanalkan verifikasi dan wvalidasi perubahan

data kependudulkan dan pencatatan sipil;

. melaksanakan koordinasi yang berkaitan dengan

perubahan data kependudukan dan pencaratan
sipil;

. melaksanakan perubahan data pendudule vang
mengakibatkan tegadinya perubahan struktur
Nomor Induk Kependudukan (NIK] berdasarkan
xeputusan pengadilan seperti perubahan
nama, perubahan tanggal  kelahiran, dan
perubahan jeris kelamin;

melaksanakan  pengolahan, penvajian data  dan
proyeksi data kependudukan dan pencatatan sipil;
. menyiapkan  bahan dan  menyusun  konsep
Standar Operasional Prosedur (SOF) kegiatan Selks:
Pengolahan dan Penyajian Dala Kependudukan
untuk peningkatan kualitas pelavanan publik;

. melaksanakan pemantauan dan evaluas
pelaksanaan kegiatan Seksi  Pengolahan  dan
Penvajian Data Kependudukan dengan cara
mengukur pencapaian program kerja  vang telah
disusun untuk bahan laporan dan Kebijakan tindak
lanjut;

~mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

Q \;



gk

o, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagal  wujud  akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

p. menvampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan  berjalan lancar  serta
untuk menghindari penyimpangan; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanya

15. Ketentuan ayat [3) dan ayat (4] Pasal 20 diubah sehingga
Pasal 20 berbunyi schagai berikut :

Pasal 20

(1) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
dipimpin oleh Kepala Bidang vang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2] Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelavanan sebagaimana dimaksud pada avat (1),
mempunyal  ugas melaksanakan sebagian tugas
Kepala Dinas dalam perumusan kKebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan, fasibtasi, evaluasi dan
pelaporan kegiatan di bidang pemanfaatan data
administrasi kependudukan;

(3} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bidang Pemanfaatan Data dan [novasi
Pelayanan mempunyai fungsi :

@, perumusan kebijakan teknis di bidang
pemanfaatan  data dan  inovas:  pelayanan
administrasi kepndudukan;

b. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi
pelayanan administrasi kependudulkan;

c. pembinaan, pengawasan, dan  pengendalian
kegiatan  pemanfaatan  data  dan  dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
kependudulan;

d. pelaksanaan pemanfaatan data dan  dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan administrass
kependudukan;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  kegiatan
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan,
kerjasama serta inovasi pelayvanan administrasi
kependudukan, dan

f. pelaksanasn fungsi lain vyang diberikan oleh
Kepala Dinas di bidang pemanfaatan data dan
inovasi pelayanan.

[4] Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

°X
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dimaksud pada ayat (1) dan avat [3], Kepala Bidang

Pemaniaatan Data  dan Inovast Pelavanan

Mempunyat rincian tugas :

8. menyusun rendcana  dan  program kegiatan
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun scbelumnya schagai
pedoman pelaksanaan tugas,

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui penglkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berialan efekiif dan elisien;

¢. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan
dan kompetensinya serta memberikan arahan baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tuges;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun herisontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas;

e, menelaah dan mengkaji peraturan  perundang-
undangan sesual lingkup tugasnya sebapgal hahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas vang herkaitan dengan kegiatan di
bidang Penatausahaan Dokumen Kependudukan
dan Pencatatan BSipil dan Pemanfaatan Data
Dokumen dan dokumen kependudukan;

g menyiapkan dan melaksanakan pemanfaatan data
dan dokumen kependudukan, kerjasama  serta
inovasi pelavanan administrasi kependudukan:

h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Bidang Pemanfaatan Daita
dan Inovasi Pelayanan dengan cara mengukur
pencapaian program kerja yang  telah  disusun
untuk bahan laporan dan kebijakan rindak lanjur;

i. mengevaluasi dan menilai prestasi keria hawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku
kerja sesual ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanlsi;

J. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan sebagai  wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancer seria untuk
menghindari penyimpangan, dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain darl pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

i



16, Ketentuan huruf g dan huruf h ayat (3) Pasal 21 diubah
sehingea Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 21
Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan dipimpin
oleh Kepala Scksi VAIlE berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
Kepala Seksi Kerjasama dan [novasi

Pelavanan sebagaimana dimaksud pada ayar (1)

mempunyai  tugas melaksanakan sebagian  tugas

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi

Pelayanan dalam penyiapan bahan perurnusan

kebijakanteknis, pengoordinasian, pembinaan,

pengawasan, pengendalian, pengelolaan, [asilitasi,
evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerjasama
dan inovasi pelayanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi

Pelayanan mempurnyal rincian tugas :

4. menyusun rencana dan program kegiatan Seclksi
Kerjasama dan Inovasi Pelayanan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melaiul pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pclaksanaan tugas berjalan cfcktif dan cfisien;

c. membagi tugas bawphan sesunl dengan jabatan
dan kompetensinya serta memberikan arahan baik
sccara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horisontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanasn tugas;

e. menelash dan mengkaji peraturan  perundang-
undangan sesual lingkup tugasnya scbagai bahan
Aatau pedoman untuk melaksanakan keglatan,;

{. menyiaplkan bahan pEnyvusunan petunjuk
telnis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas
sesual lingkup tugasnya guna mendukung
kelancaran pelaksanaan kegiatan;

g menyiapkan dan melaksanakan kerjasama  dan
inowasi pelayanan administras] kependudukan dan
percatatan sipil;

h. melaksanalkan analisa dan kajian terkaut dengan

.



3

kerjasama dan inovasi pelayanan kependudulom
dan pencatatan siptl;

i. menyiapkan bahan dan menyusun kKonsep
Standar Operasional Prosedur [SOFP) kegiatan Seksi
Kerjasama  dan Inovasi Pelayanan  untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik;:

1. melaksanakan pemantauan dan evaluas

pelaksanaan kegiatan Seksi Kerjasama dan Inovasi
Pelayanan dengan cara mengukur pencapatan
program kerja vang telah disusun untuk hahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut;

k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkaran
karir, pemberian penghargaan dan sanksi,

l. menvusun laporman pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai  wujud akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan  baik lisan maupun  tertulis
berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancer
serta untuk menghindari penyimpangan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanya,

17. Ketentuan hurufl g dan hurufl h ayal (3} Pasal 22 diubah
sehingea Pasal 22 herbunyl sebagai berikut

|1)

2]

(3)

Pasal 22
Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan dipimpin oleh Kepala Selsi vang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan lnovasi
Pelayanan.
Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan sebagaimana dimaeksud pada ayal
(1}, mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Kepala Bidang Pemanlaatan Data dan Inovasi
Pelayanan dalam penviapan bahan perumusan
kehijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan,
pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitas:,
evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
pengolahan  serta pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimalisud
pada ayat (2), Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan
Dokumen Kependudukan mempunyai rincian tugas :
i, menyusun rencana dan program kegiatan Selsi
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Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnyva sehagai
pedoman pelaksanaan tugas;

. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian

permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektil dan efisien;

. membagi tugss bawahan sesuai dengan  jabatan

dan kompetensinya serta memberikan arahan baik
gsecara lisan maupun teriulis guna  kelancaran
pelaksanaan tugas;

.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan

instansi terkait baik vertikal maupun horisontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, seria
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

.menclaah dan mengkaji peraturan  perundang-

undangan sesuai lingkup tugasnya sebagal bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegatan;
menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

. melaksanakan kerjasama pemanfaatan data dan

dokumen kependudukan

.melaksanakan pembinaan pemanlaatan data dan

dokumen kependudukan;

. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar

Operasional Prosedur (S0OP) kegiatan  Seksi
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudulkan
untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

. melaksanakan pemantauan dan evaluasi

pelaksanann kegiatan Seksi Pemaniaatan Data dan
Dokumen Kependudukan dengan  cara  mengukur
pencapaian program kerja yang telah  disusun
untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

.mengevaluasi dan  menilai  prestasi | kerja

bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan
perilaku  kerja sesuai ketentuan dalam ranghka
peningkatan  karir, pemberian penghargaan  dan
sanksi;

. menyusun laporan pelaksanasn kegiatan kepada

pimpinan  sebagai  wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
lkajian agar kegiatan berjalan  lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan

&
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sesual dengan ugas dan fungsi unit kerjanya.

Fasal [I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal | Januari
2021.

Agar setiap  orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyi
dalam Berita Daerah Kabupatern Kendal

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 20 Desember 2020
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